ABORTUS PROVOCATUS BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIWILAYAH   KOTA JAYAPURA by Ariyanto, Ariyanto
 
Abortus Provocatus Bagi Korban….. Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2014 77 
 
ABORTUS PROVOCATUS BAGI KORBAN 
PEMERKOSAAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIWILAYAH   
KOTA JAYAPURA 
 
Ariyanto, SH.,MH1 
 
Abstrak : Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana aborsi adalah Faktor 
Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi : belum ada 
kesiapan dari sang ibu, perasaan malu dari sang ibu, perasaan takut diusir 
dari  rumahnya, ada perasaan bersalah kepada orang-orang terdekatnya. 
Sedangkan Faktor Eksternal meliputi : tidak ada laki-laki yag mau 
bertanggung jawab, tidak dikehendakioleh ibu/wanita yang hamil karena 
kehamilan sebagai akibat hubungan gelap dan akibat perkosaan. Serta 
Upaya Penanggulangan tindak pidana aborsi adalah berwujud upaya 
Penal dan Upaya Non Penal. Upaya Penal melalui penanganan perkara 
Aborsi pada tiap tahap proses peradilan pidana, sedangkan Upaya Non 
penal dilakukan melalui tindakan prepentif dan preventif. Kendala yang 
dihadapi Kepolisian dalam enanggulangi tindak pidana aborsi adalah tidak 
ada pengaduan, tidak ada saksi, dan kurangnya barang bukti. 
 
Kata Kunci : Abortus Provocatus, Korban, Pemerkosaan, Penegakan  
  Hukum, Pidana 
 
PENDAHULUAN  
Dalam sejarah kemanusiaan, tak sedikit yang mencatat kejadian di 
mana seseorang atau segolongan manusia memperjuangkan apa yang 
dianggap haknya. Hal ini terbukti dengan lahirnya naskah-naskah 
keuniversalan dan keasasian beberapa hak yang mengandung inti yang 
sama yaitu manusia tidak ingin dirampas hak asasinya. Namun, hak asasi 
bangsa Indonesia yang dikenal dalam kehidupan masyarakat tidak hanya 
menonjolkan hak-haknya saja sebagai hak individu yang dituntutnya 
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melainkan harus dipenuhi pula kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya 
masyarakat Indonesia telah lama mengenal hak asasi yang bersumber 
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Replublik 
Indonesia tahun 1945. Jadi, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia 
juga mempunyai perhatian yang besar terhadap hak asasi manusia yang 
pada prinsipnya untuk melindungi hak-hak individu. 
Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi, jumlah Angka 
Kematian Ibu juga semakin meningkat. Abortus Provokatus yang 
dilakukan secara perorangan oleh wanita hamil yang bersangkutan pada 
saat usia kehamilan masih mudah (dalam trimeter kehamilan) dengan 
cara meminum berbagai macam ramuan tradisional atau obat peluruh 
haid, hampir tidak berbekas sama sekali. Sebab yang keluar dari rahim 
wanita tersebut hanyalah darah atau segumpalan darah mirip seperti 
darah yang keluar saat haid, kadang kala embrio yang keluar dibuang ke 
WC atau dikuburkan. Ini juga meninggalkan bekas karena embrio mudah 
hancur menjadi tanah dan tidak terdapat sisa-sisa tulang belulang, kecuali 
jika kandungan yang digugurkan sudah berupa janin. Janin sudah 
terbentuk manusia sehingga sekalipun dikuburkan bisa di bongkar oleh 
aparat penegak hukum untuk dilakukan otopsi guna melengkapi proses 
hukum selanjutnya. 
Kesulitan para penegak hukum dalam mencari dan mengumpulkan 
bukti-bukti lapangan ini juga berpengaruh pada upaya penegakan hukum 
di Indonesia. Banyak pelaku abortus provokatus di Indonesia yang lolos 
 
Abortus Provocatus Bagi Korban….. Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 4 NOMOR 1, JANUARI 2014 79 
 
dari jeratan hukum karena tidak didukung bukti permulaan yang cukup. 
Selama satu dekade terahkir ini kasus-kasus abortus provokatus di 
Indonesia yang tergolong spektakuler dan berhasil  di ungkap serta di 
selesaikan lewat jalur hukum hanyalah kasus di Jakarta Utara ( tahun 
1997) dan kasus abortus provocatus di Surabaya ( akhir tahun 1998 ), 
santer terbongkarnya kasus abortus provocatus di Jakarta di awali dari 
ditemukannya 11 jasad orok di bawah jembatan Warakas, Jakarta Utara 
pada bulan november 1997. Penemuan jasad orok tersebut amat 
mengejutkan dan sempat menjadi bahan berita berskala nasional.  Dari 
hasil pantauan tv-tv swasta, masyarakat akhirnya tahu kalau janin- janin 
yang di gugurkan tersebut sudah terbentuk manusia lengkap. Hujatan-
hujatan pun bermunculan ditunjukan kepada para pelaku. 
Kejahatan pembunuhan bayi bukan hanya merusak nilai-nilai asas 
manusia, tetapi telah merendahkan derajat manusia, karena masalah 
moralitas   agama   melekat   pada   seorang   manusia   juga   tidak    
kalah memegang peranan penting dalam terjadinya tindak pidana 
pembunuhan bayi., menurut pakar Hukum pidana yang paling dekat dan 
paling syarat dengan nilai-nilai kejiwaan atau moralitas. 
Masalah pembunuhan bayi merupakan sebutan yang bersifat umum 
bagi setiap perbuatan merampas nyawa bayi di luar kandungan, 
sedangkan infanticide (yang dikenal di negara-negara Common Law) 
merupakan sebutan yang bersifat khusus bagi tindakan merampas nyawa 
bayi yang belum berumur satu tahun oleh ibu kandungnya sendiri. 
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Pengkhususan infanticide sebagai tindak pidana yang hukumannya lebih 
ringan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa kondisi mental pada 
saat hamil, melahirkan dan menyusui sangat labil dan mudah terguncang 
akibat gangguan keseimbangan hormon. 
Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi dalam masyarakat. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Replublik Indonesia Tahun1945 telah dirumuskan,  
tujuan Negara ialah; ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi landasan dan tujuan politik 
hukum di Indonesia dan usaha pembaharuan hukum termasuk 
pembaharuan di bidang hukum pidana, serta kebijakan atau upaya 
penanggulangan kejahatan pembunuhan bayi di Indonesia. 
Dengan adanya reformasi maka semangat untuk menanggulangi 
pembunuhan bayi yang sudah sejak lama ada lebih digiatkan dan  
sangsinya berat, tetapi tidak menyurutkan seorang remaja atau ibu 
melakukan pembunuhan bayi.  
Hal semacam ini dapat dipahami karena proses penegakan hukum    
dalam    upaya    penanggulangan    pembunuhan    bayi,  masih 
menunjukkan permasalahan dan kendala. Oleh karena itu apabila tujuan 
dan dasar pemikiran kepada upaya pencegahan dan penanggulangan 
pembunuhan bayi sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Bahwa Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga 
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan 
hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut : 
1. Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya. 
2. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-
cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri 
dan  sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 
Negara pada masa depan. 
3. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab 
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya 
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental 
maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya 
perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 
memberikan jaminan terhadap pemenuhan  hak-haknya  serta  
adanya  perlakuan  tanpa  diskriminasi. 
Dalam Deklarasi hak-hak anak yang ditetapkan oleh PBB pada 20 
November 1959 dalam Resolusi Sidang Majelis Umum PBB, dalam 
mukadimahnya bahwa seorang anak dalam keadaan masih belum matang 
jasmani dan rohani membutuhkan upaya pembinaan dan perlindungan 
khusus (termasuk perlindungan hukum) baik sebelum maupun sesudah 
lahir. Pemerintah Indonesia mengakui Deklarasi Hak-Hak Anak (Universal) 
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dalam Undang-Undang No.4  Tahun  1979  yang antara lain menyebutkan 
bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan2. 
Atas dasar uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan mengkaji pengaturan hukum tentang 
Tindak Pidana Aborsi Akibat Pemerkosaan ditinjau dari KUHP dan UU no. 
23 tahun 1992 tentang kesehatan, serta Faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan pelaku korban pemerkosaan melakukan abortus provocatus 
dan upaya penyelesaian. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Abortus Provocatus 
Abortus Provocatus berasal dari bahasa Latin yang berarti 
keguguran yang disengaja. Abortus Provocatus meupakan salah satu dari 
berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus latin Indonesia sendiri, 
abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau kegugurn. Pada 
dasarnya kata abortus dalam bahasa Latin artinya sama dengan Aborsi 
dalam bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata arbotion 
dalam bahasa Inggris. Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata 
arbotion memang mengandung arti keguguran anak3. 
Kata Arbotus atau aborsi di atas masih mengandung arti yang amat 
                                                   
2 Anonim, Citra Anak Indonesia, Kerja sama Kantor Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat RI dengan Departemen Sosial Jakarta, 1988, hlm. 19. 
3 S Wojowosito – WJS Purwadarminta. Kamus Latin-inggris, Kanisius, 
Yogyakarta, 1969, hlm 1 
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luas sekali. Hal ini jelas ditegaskan dalam black’s law Dictionary. Kata 
abortion (Inggris) yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 
aborsi mengandung arti dua arti sekaligus “ the spontaneous or artifically 
induced expulision of an embryo of featus. As used in legal context refer to 
induced aboration4. 
Menurut black’s law dictionary, keguguran yang berupa  keluarnya 
embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara 
alami(spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya 
campur tangan (provokasi) manusia. Dari segi medis sendiri, pengertian 
aborsi ada;ah keluarnya hasil konsepsi (pembunuhan) sebelum usia 
kehamilan 20  minggu (lma bulan) denag berat mudigah kurang dari 
500gram. Mudigah yang dikeluarkan dari kandungan sebelum usia 20 
minggu tidak punya harapan hidup. Sedangkan keluarnya hasil konsepsi 
(pembunuhan) setelah usia kehamilan 20 minggu dapat dikatakan sebagai 
persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan 
hidup walaupun amat tipis. Hanya saja, dsini juga tetap dibedakab antara 
abortus yang terjadi dengan sendirinya dan abortus yang terjadi karena 
adanya campur tangan (provokasi) oleh manusia. 
Menurut tata bahasa Latin abortus provokatus untuk menyebutkan 
pengguguran kandungan yang disengaja oleh manusia. Penggunaan 
istilah ini bertujuan untuk menunjuka makna sebenarnya yang dimaksud 
penulis agar tidak terjadi keracuan makna dalam membahas 
                                                   
4 Henry Campbell Black MA, Black’s Law Dictionary, sixth Edition, St. 
Paul Min West Publishing Co, hlm 1 
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permasalahan yang ada, mengingat bermacam-macam jenis abortus. 
Secara umum, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa beberapa 
istilah untuk menyebutkan keluarnya hasil konsepsi/pembuahan sebelum 
usia kehalimilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi/aboration, di 
antaranya : 
1. Abortion criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara 
bertentangan dengan hukum 
2. Abortion Induced / abortion provoked / abortus provocatus, yaitu 
pengguguran kandungan yang di sengaja. 
3. Abortion Geugenic,yaitu pengguguran kandungan untuk 
mendapatkan keturunan yang baik. 
4. Abortion Natural, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah. 
5. Abortion Spontaneus, yaitu pengguran kandungan secara tidak 
sengaja. 
6. Abortion Therapeutic, yaitu pengguran kandungan dengan tujuan 
untuk menjaga kesehatan sang ibu5 
 
Akibat-akibat Abortus 
Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan pengguguran 
kandungan akan menerima akibat-akibat seperti tersebut diatas secara 
berurutan, mulai dari akibat secara fisik, sosiologis sampai akibat-akibat 
yang bersifat yuridis. Namun demikian, yang pasti terjadi pada pelaku 
abortus provocatus adalah akibat yang terjadi pada fisiknya. Tentu saja 
konsekuensinya atau akibat dari pengguran kandungan itu yang akan 
ditanggung oleh wanita hamil yang bersangkutan berbeda-beda, 
tergantung pada usia kehamilannya. Pada usia kehamilan yang masih 
muda, resiko yang akan ditanggung semakin kecil. Semakin tua usia 
                                                   
5 Soerjono Soekanto, Kamus Sosial, Raja GafindoPersada Jakarta, 
1993, hlm 1 
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kandungan, resiko yang di tanggung semakin berat sampai dengan 
konsekuensinya kematian. 
“ Abortus adalah operasi yang sangat aman. Bahkan teknik abortus 
sampai usia kehamilan 15 minggu lebih aman dari pada operasi amandel. 
Resiko bahaya dari komplikasi dan bahkan kematian selalu lebih besar 
bila kehamilan diteruskan dari pada dilakukan abortus, efek samping 
berupa kerusakan rahim, pendarahan dan infeksi jarang terjadi. Resiko 
terkena komplikasi memang meningkat bersama dengan kenaikan tahap 
kehamilan, tetapi masih tetap rendah6. 
Berkitan  dengan masalah akibat-akibat  yang diderita ibu  setelah 
melakukan abortus provocatus, perlu diperhatikan secara khusus adalah 
teknik-teknik abortus yag dilakukan. Di Indonesia, abortus provocatus 
bersifat ilegal, kecuali abortus provocatus therapeuticus. Padahal banyak 
orang yang menginginkan abortus diluar alasan medis, entah itu 
disebabkan karena perkosaan, hamil di luar nikah dsb. Otomatis mereka 
tidak akan melakukan abortus provocatus lewat rumah sakit, karena  pihak 
rumah sakit atau tim medis tidak akan bersedia menggugurkan kandungan 
dengan alasan seperti itu. Jaln pintas satu-satunya yang dpat dilakukan 
adalah dengan meminta bantuan dari dukun-dukunan beranak yang masih 
banyak dijumpai dan melakukan praktek pengguguran kandungan secara 
ilegal di indonesia. 
 
                                                   
6Alison Frater dan Chartine Wright, Dilema Abortus, terj. Oleh drg. Lilian 
Yuwono, Penerbit Arcan, Jakarta, 1991, hlm 88  
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Abortus Provocatus dan Peraturan Perundangan di Indonesia 
Sampai saat ini para penegak hukum di Indonesia dalam 
melaksanakan tugasnya masih mengacu pada KUHP. Menurut Hartono 
Hadisuprapto, KUHP yang berlaku ssat ini adalah KUHP yang berasal dari 
jaman Hindia Belanda yang diadakan pada tahun 1915 (staatsblad 1915-
732) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 (staatsblad 1917-
645). Bahkan Bambang Poernomo, seorang guru besar hukum pidana 
Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pernah mengatakan bahwa 
sebagian besar materi KUHP di ambil dari tahun 1960. Pasal 299 KUHP  
sendiri  sebenarnya  baru  ditambahkan  ke  dalam  wetboek van starfecht 
pada tahun 1911 dengan Undang-Undang tanggal 20 Mei 1911 
(staatsblad tahun 1911 No. 130) jo Umdang-Undang tanggal 13 mei  1927 
(sataatsblad tahun 1927 No. 156)7. 
Menurut Njowito Hamdani, yang terpenting dari Pasal 299 KUHP “ 
diberitahukan tau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu 
hamilnya dapat di gugurkan “ Si perempuan menurut pasal ini tidak perlu 
hamil, tetapi cukup bahwa ia merasa hamil. Obat diberika tidak perlu harus 
mujarab, dapat diberikan secangkir air yang sudah diberi mantra, yang 
penting adalah memberikan atau menimbulkan harapan bahwa karena 
pengobatan itu hamilnya dapat di gugurkan. Baru jika si perempuan betul-
betul hamil, maka yang berlaku adalah pasal 346-439 KUHP. Jika kita 
menelaah lebih jauh Pasal 346,347 dan 348 KUHP maka abortus 
                                                   
7 P. A. F Lamintang, Delik-delik Tindak Pidana Melanggar Norma-norma 
Kesusilaan dan kepatutan, Mandar Maju, bandung, 1990 hlm 251 
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provocatus dalam pasal-pasal tersebut meliputi pebuatan- perbuatan: “ 
menggugurkan kandungan dan membunuh (mematikan) Kandungan. 
Dalam KUHP tidak diberikn penjelasan mengenai pengertian 
kandungan itu sendiri. Bahkan KUHP juga tidak memberikan penjelasan 
mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan membunuh (mematikan) 
kandungan. Oleh karena itu, pengertian atau arti istilah-istilah tersebut 
harus dicarikan dari pendapat para ahli. Musa Perdanakusuma 
memberikan beberapa kemungkinan atas pengertian kandungan (urucht) : 
1. Dalam  arti  janin pada umum  nya,  yaitu sejak  brusia dua minggu 
sampai dengan 40 minggu dalam kandungan 
2. Dalam embrio murni 
3. Dalam arti embrio lanjutan 
4. Dalam arti foetus murni. 
Menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. 
Gugur sama artinya denagn jatuh atau lepas. Menggugurkan kandungan 
berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan gugur. 
Pada pengguran kandungan, perbuatan yang diancam  pidana  adalah 
menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim 
dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh waita yag mengandung. 
Apakah pengguran tersebut menyebabkan mati atau tidaknya kandungan, 
tidaklah menjadi persyaratan. 
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Akibat perkosaan 
Perkosaan merupakan bentuk konkrit terhadap perempuan. Pelaku 
perkosaan tidak menganggap perempuan sebagai manusia yang 
sederajat dengan dirinya, tetapi hanya menganggap perempuan sebagai 
objek seks semata yang dapat memuaskan nafsu birahinya. Oleh karena 
itulah,  biasanya perlakuan si pelaku pemerkosaan terhadap korbannya 
amat semena-mena. Korban tidak hanya menderita kerugian fisik, tetapi 
juga psikis bahkan mungkin juga kerugian harta benda. Akibat fisik pada 
korban perkosaan akan lebih parah lagi jika ternyata pelaku perkosaan 
mengidap penyakit kelamin. 
Hal yang amat memprihatinkan adalah jika seorang perempuan 
diperkosa oleh seorang laki-laki pengidap penyakit kelamin seksual. 
Akibat yang diderita secara fisik lebih buruk lagi, bahkan tidak jarang 
berujung pada kematian. 
Depresi berat merupakan dampak psikis pendek bagi korban 
perkosaan, sekalipun penyembuhannya juga memerlukan waktu sampai 
berbulan-bulan. Pada korban perkosaan yang hamil, depresi berat secara 
berangsur akan berkurang setelah melahirkan. Bahkan mungkin akan 
sembuh dengan cepat setelah ia melakukan abortus provocatus. Tetapi 
pada kasus abortus provocatus yag dilakukan oleh korban perkosaan ini, 
korban biasanya juga akan dihantui perasaan bersalah secara terus 
menerus dalam jangka waktu yang lama. 
Stres pasca trauma ini bisa hilang dengan sendirinya, tapi 
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kadangkala muncul secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang tidak 
ditentukan. Sters pasca trauma ini bisa kambuh dua atau tiga tahun sekali, 
tergantung kondisi psikhis wanita yang bersangkutan. Oleh karena itu 
dibutuhkan kesaban dan pengertian dari orang-orang terdekat korban 
perkosaan, mengingat dampak psikhisnya tidak bisa sembuh dalam waktu 
singkat. 
Ditinjau dari aspek hukum, pelarangan abortus justru tidak bersifat 
mutlak.  Abortus  buatan  atau  abortus  provokatus  yaitu  pengguguran 
kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan 
oleh undang-undang. Disebut dengan abortus provocatus therapeticus, 
karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk 
menyelamatkan nyawa ibu. Abortus atas indikasi medik  ini   diatur   dalam   
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang 
kesehatan : 
Dalam pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 sebagai berikut : 
1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyclamatkan jiwa ibu 
hamil dan atau janinnya, dapat ditakukan tindakan medis. 
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): 
hanya  dapat dilakuka : 
a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya 
tindakan tersebut; 
b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 
untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta 
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berdasarkan pertimbangan tim ahli; 
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau 
keluarganya; 
d. Pada sarana kesehatan tertentu8 
Di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam KUHP, aborsi 
dalam berbagai  bentuknya  adalah dilarang, baik  menurut pasal 299, 
346, 348 dan 349 KUHP, tapa terkecuali setiap pengguguran kandungan 
dianggap sebagai tindak pidana. 
Penanggulangan kehamilan akibat pemerkosaan dengan cara 
pengguguran kandungan dilihat dari sudut pandang hukum pidana sampai 
saat itu masih dikategorikan sebagai tindak kejahatan, meskipun dilakukan 
oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dengan indikasi 
medik9. 
 
Faktor Penyebab Tindak Pidana Abortus Provocatus di Kota Jaypura  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan jumlah kasus aborsi yang 
ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Jayapura dapat digambarkan dalam 
tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 
Jumlah Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor 
Kota Jayapura Tahun 2011-2013 
                                                   
8 http://sipangkar.blogspot.com/2011/03/makalah-aborsi-menurut-hukum-
di.html  
9 Wila chandrawinata Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju 
Bandung, 2001. Hlm. 78 
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No Tahun Jumlah Presentase (%) 
1 2011 5 55,55 
2 2012 3 33,33 
3 2013 1 11,11 
Jumlah 9 100 
Sumber : Kepolisian Resor Kota Jayapura, Mei 2014 
Dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tindak pidana 
aborsi selama periode 3 tahun terahkir selalu mengalami peningkatan  
jumlah kasus pidana aborsi yang terbanyak terjadi pda tahun 2011, yaitu 5 
(55,55%). Disusul urutan kedua adalah terjadi tahun 2012 yaitu sebanyak 
3 kasus (33,33%), dan jumlah kasus yang paling sedikit terjadi pada tahun 
2013 yaitu sebayak 1 kasus (11,11%). 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab utama wanita 
melakukan tindak pidana aborsi yang terjadi di kota Jayapura dapat 
digambarkan dalam tabel berikut ini : 
Tabel 4.2 
Penyebab Utama Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Kepolisian 
Resor Kota Jayapura tahun 2011-2013 
No Penyebab Tahun frekuensi % 
2011 2012 2013 
1 Hamil diluar nikah 1 2 3 6 30% 
2 Status pelajar 2 3 4 9 45% 
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3 Frustasi atau 
kecewa 
1 2 2 5 25% 
TOTAL 4 7 9 20 100% 
Sumber : Kepolisian Resor Kota Jayapura, Mei 2014 
Dari Tabel 4.2, tersebut dapat diketahui bahwa penyebab utama 
wanita melakukan Aborsi adalah karena masih berstatus pelajar, kecewa 
sebagai korban pemerkosaan, dan hamil di luar nikah. Pelajar yang 
melakukan Tindak Pidana Aborsi karena dia merasa pendidika itu penting, 
dan ingin melanjutkan sekolahnya untuk mencapai cita-citanya yang 
begitu berarti untuk masa depannya. 
Berdasarkan penelitian di Polres Jayapura, status pelajar lebih 
banyak dibanding yang karena alasan di luar nikah. Frustasi/kecewa ini 
disebabkan pelaku tidak sanggup menanggung malu (aib) karena ketidak 
jelasan  status  suami  dari  anak  yang  dia  kandung  itu.  Akibatnya  
pelaku nekad melakukan aborsi walau disadari bakal menanggung 
resiko, termaksud dikena pidana. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Kepolisian  Resor  kota  Jayapura 
terhadap faktor penyebab terjadinya tindak pidana abortus adalah : 
1. Faktor internal, yang terdiri dari : 
a. Belum ada kesiapan dari sang ibu, hal ini bayak dialami pada ibu 
yang masih remaja atau masih berstatus sekolah, sehingga sang 
ibu tidak menginginkan kehamilan tersebut. 
b. Adanya perasaan malu dari sang ibu, karena kehamilannya akan 
membawa aib dalam keluarganya. 
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c. Perasaan takut diusir dari rumahnya, sehingga wanita yang hamil 
biasanya nekat melakukan aborsi walaupun resikonya sangat besar 
yaitu bisa menyebabkan kematian. 
d. Ada perasaan bersalah kepada orang-orang terdekatnya,  
kenbanyakan kepada keluarganya. 
2. Faktor eksternal, yang terdiri dari : 
a. Tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab atas 
kehamilannya, hal ini disebabkan karena perilaku dari wanita yang 
suka adanya pesta dan hura-hura sehingga begitu mudahnya 
melakukan hubungan seksual secara bebas tanpa berpikir lebih 
jauh lagi. 
b. Tidak dikehendaki oleh orang tua dari wanita hamil tersebut, 
sehingga aborsi merupakan jalan terbaik dari pada membuat malu 
orang tua wanita tersebut. 
 
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Aborsi Yang Diharapkan 
Mampu Untuk Mengatasi Kejahatan 
 
Meninjau pada akibt tersebut, maka Aborsi ditangani dengan baik 
karena merupakan  suatu kejahatan. Hal  ini merupakan tugas dari Aparat 
Penegak Hukum (kepolisian) untuk mencari pelakunya. Jadi polres 
melakukan 2 cara dalam menanggulagi Tindak Pidana  Aborsi yang 
diharapkan mampu untuk mengatasi kejahatan melalui upaya Non Penal 
dan upaya Penal. 
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Penggulagan Aborsi melalui Upaya Non Penal 
Upaya Non Penal sebetulnya dapat diartikan sebagai pencegaham 
kejahatan tanpa pidana, termaksud mempengaruhi pandangan 
masyarakat mengenai kejahatan melalui berbagai macam media. Jalur 
Non Penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka 
sasarannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 
kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan 
struktural yang berlangsung seperti melakukan menimbula\kan kejahatan, 
termaksud kejahatan Aborsi.  Tentunya dalam upaya ini juga melibatkan 
Institusi Extra Yudicial seperti 
Berdasarkan hasil penelitian, Polresta dalam mennggulangi Tindak 
Pidana aborsi dalam bentuk upaya Non Penal dari hasil wawancara 
dilakukan dengan cara : 
a. Penyuluhn/pembinaan melalui jalur formal. Penyuluhan ini dilakukan 
pada tiap lembaga pendidikan dari SD hingga ke perguruan tinggi 
secara periodik dengan melibatkan dinas Kesehatan dan satuan 
Bimas (bidang masyarakat) Polresta  Jayapura bekerja sama dengan 
lembaga pendidikan mental (Bintal) 
b. Penyuluhan/pembinaan melalui jalur non formal. Upaya penyuluhan 
ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat pada beberapa 
tempat seperti : 
1. Melalui tempat ibadah. 
2. Melalui siaran Pers. 
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3. Melalui Media Massa. 
4. Bimbingan kepada korban perkosaan yang jelas secara psikologis 
sangat terpukul dan trauma yang berkepanjngan diberikan 
bimbingan agar tidak merasa minder dan dapat diterima 
dimasyarakat. 
5. Razia bentuk pencegahan yang dilakukan apabila ada laporan 
atau informasi tentang terjadinya tindak pidana aborsi yag 
diperoleh dari warga masyrakat maupun informasi dari intelejen. 
Ditinjau dari upaya Non Penal terutama ditujukan kepada pelaku 
pasca aborsi timbul beberapa problem antara lain : (1) Dokter yang berhak 
menangani Aborstus, (2) Persetujuan indikasi medis dilakukannya 
Abortus. 
Dikaitkan dengan KUHP, maka yag paling berwenang untuk 
melakukan pernyataan medis pada perkara pidana dalam rangka 
membantu penyidikan adalah Dokter Forensik akan tetapi jika dianut 
penafsiran yang meluas yang menyatakan bahwa semua dokter adalah 
ahli, karena memiliki keahlian tertentu, maka semua Dokter dapat 
memberikan keterangan tertulis mengenai suatu perkara pidana yang 
dimintakan kepadanya. 
Undng-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53 ayat 
(1), (2), (3) adalah : 
Ayat (1), berbunyi : “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan 
hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
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profesinya”. 
Ayat (2), berbunyi : “Tenaga kerja dalam melakukan tugasnya 
berkewajiban untuk mematuhi standrat profesi dan 
menghormati  hak pasien”. 
Ayat (3), berbunyi: “Tenaga kesehatan untuk kepentingan pembuktian 
dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang 
denag memperhatikan kesehatan dan keselamatan 
bersangkutan”. 
 
Penaggulangan Aborsi melalui Upaya Penal 
Upaya penanggulangan kejahatan melalui uapaya penal itu 
mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materil 
(subtantif), dibidang hukum pidana formildan dibidang hukum pelaksanaa 
pidana10. 
Dalam  upaya   Penal   biasa  dilakukan   sesuai  dengan   peraturan 
perUndang-Undangan yang berlaku, jdi semua tindakan yang dijalankan 
oleh pejabat penyidik maupun penyidik pembantu sebagaimana diatur  
dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu : 
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana. 
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, 
                                                   
10 Barda nawawi arief, Kebijakan Hukum Pidana, Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, semarang,1993, hlm 8. 
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c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
tersangka. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. 
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 
f. Memotret seseorang, 
g. Mengambil sidik jari untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi 
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan 
pemeriksaan perkara. 
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
Setelah ada laporan dan bukti-bukti hidup sepertisaksi maupun bukti 
alat yang digunakan Tindak Pidana tersebut, barulah polisi memulai 
penyelidikan yang dimulai dari: 
a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna kepentingan Penyidikan, atau Penuntutan, atau 
Peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
(pasal 1 point 20 KUHAP). 
b. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntutan atau hakim dalam 
penempatannya, dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang- 
Undang ( Pasal  point 2 KUHAP) 
c. Penggeledahan adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah 
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tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk pemeriksaan menurut 
cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 
d. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih 
dan atau penyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau 
tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan atau peradilan ( Pasal 
38 KUHAP) 
Adapun yang menjadi kendala Kepolisian Resor Kota Jayapura 
dalam menanggulangi Tindak Pidana Aborsi, dalam melakukan suatu 
penyelidikan terhadap pelaku aborsi adalah: 
1. Pengaduan masyarakat pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak 
yag berkepentingan kepada pada para pejabat yag berwenang untuk 
menindak menurut hukum terhadap seorang yang telah melakukan 
perbuatan pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHAP). 
Pengaduan hanya diperuntukan bagi : 
a) Untuk tindak pidana aduan 
b) Merupakan syarat adanya penuntutan 
c) Pengaduan dapat dicabut kembali 
Sedangkan Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh 
seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang 
kepada pejabat yag berwenag tentang telah atau sedang atau diduga 
terjadi perbuatan pidana (Pasal 1 point 24 KUHAP). Berbeda dengan 
pengaduan, maka laporan diperuntukan bagi : 
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a. Diperuntukan bagi tindak pidana biasa 
b. Setiap orang berhak atau berkewajiban untuk memberitahukannya. 
c. Laporan tidak merupakan syarat untuk dapat dilakukannyapenuntutan, 
artinya bahwa menurut pertimbangan penyidik/penyelidikan tidak 
semua laporan akan di proses yang sudah barang tentu berdasarkan 
pertimbangan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Guna menghindarkan dari kesulitan pemeriksaan perkara pidana 
bagi petugashukum untuk mendapatkan keterangan dari orang yang 
bersangkutan dengan perkara dan pengumpulkan bahan-bahan yang 
diperlukan dalam pembuktian pada waktu persidangan, maka perlu  
ditempuh jalan dengan cara memerintahkan kepada orang  yang 
bersangkutan tetapi tinggal disuatu tempat/menarik barang-barang dari  
orang yang menjadi atau ketempatan untuk menyerahkan kepada petugas 
hukum yang berwenang. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Bahwa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana aborsi adalah 
Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi : belum ada 
kesiapan dari sang ibu, perasaan malu dari sang ibu, perasaan takut diusir 
dari  rumahnya, ada perasaan bersalah kepada orang-orang terdekatnya. 
Sedangkan Faktor Eksternal meliputi : tidak ada laki-laki yag mau 
bertanggung jawab, tidak dikehendakioleh ibu/wanita yang hamil karena 
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kehamilan sebagai akibat hubungan gelap dan akibat perkosaan. 
Bahwa upaya Penanggulangan tindak pidana aborsi adalah 
berwujud upaya Penal dan Upaya Non Penal. Upaya Penal melalui 
penanganan perkara Aborsi pada tiap tahap proses peradilan pidana, 
sedangkan Upaya Non penal dilakukan melalui tindakan prepentif dan 
preventif. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam enanggulangi tindak 
pidana aborsi adalah tidak ada pengaduan, tidak ada saksi, dan 
kurangnya barang bukti. 
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